
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 

yang dtjabarkan kedalam Kebljakan Umum APBD serta prtoritas 

dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara 

pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Desember 

2013; 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 181 art (I) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintalmn 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir clen.~,m 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubalum 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.111~ 

Pemerintahan Daerah, Kepala Dacrah mengajukan R11H an!..;111 

Peraturan Daerah tcntang Anggar,m Pcndaputan 'd,111 liel.111;.1 

Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D!'Jd)) 

untuk memperoleh persetujuan bersarna: 

BUPATI BANGLI. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANG GARAN 2014 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

BUPATI BANGLI 



6. Undang-Undang Nornor 15 Tahu n 2004 ten tang Pemeriks: 1;111 

Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Le111b.1rd11 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambnhan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharuan 

Negara (Lernbaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2004 Nornor 

5. Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4~1::i:1): 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang.u: 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4286); 

3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 3312) sebagaimana telah diubah clengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor (i2. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

1. Pasal 18 Undang-Unclang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

Mengmgat 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 402 7); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200.:l tentang Pemcrmtnhan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-l 

Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndoncsi., 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenuuu; 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200--l 

tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844): 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negaru 
Republik Indonesia Nomor 4421): 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574): 

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Ta hu n 2005 tentaru; Stai li;1r 

Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik lndorusi.r 

Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48. Tarnbahan Lcrnbnr.m 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teniang Kedudukan 

Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Auggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali. 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keu,u1gan 

Pimpinan clan Anggota Dewan Pcrwaktlan Rakyat Daer.ih 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor ·17. 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 



26. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.nu; 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tclah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter: O;il.1111 

Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdu.i .\,;is 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.mg 

Pecloman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nornor 31 OJ: 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan clan Kinerja lnstansi Pcmcrintah (Lernbaran Neg:1rn 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor.25. Tambahan Lcm.iar.m 

Negara Republik Indonesia Nomor ,JG 1-1-): 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pecloman 

Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahnn 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemertntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577): 

Republik Indonesia Nomor 4576): 

Indonesia Tahun 2005 Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara 



Rp. 721.635.214.255,16 

Rp. 784. 773. 769.240, 1 fi 

Rp. (63.138.554.985.00) 

1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 
Surplus/(Defisit) 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201-L 

sebagai beriku t : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BANGLI 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2): 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun .::013 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1. Tarnbahan Lernbaran 

Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1); 

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 

Tahun Angggaran 2014; 

Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah. sebagaimanu 

telah diubah dengan Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor jl) 

Tahun 2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dal,1111 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibal: 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapar.n: 

dan Belanja Daerah: 



c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari 
0.00: Rp. b. Dana Darurat 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah Rp. 0,00: 

Rp. 19.026.004.495, 16: 

Rp. 486.381.005.000,00; 

Rp. 43.195.920.000.00. 

Hasil Bukan Pajak 

b. Dana Alokasi Urnurn 

c. Dana Alokasi Khusus 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat l l J 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah Rp. 10.161.312.000.00: 

b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 14.045.488.000.00: 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan Rp. 4.400.200.000.00: 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah Rp. 26.593.000.000,00. 

P.p. l 17 .832.284. 7(i0.00 

Rp. 55.200.000.000,00: 

Rp. 548.602.929.495. l6: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Penclapatan Daerah 

Yang Sah 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud clalam Pasal 1 angka 

1 terdiri dari : 

0.00 Rp 

Rp. 63.638.554.985,00 

Rp. 500.000.000.00 

Rp. 63.138.554.985.00 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 



Rp. 21.072. 749.600.00: 

Rp 133.919. 731.031.(9; 

Rp. 68.879.169.056,06. 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belan]a Modal 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dart jenls belanja : 

Rp. 71.922.482.528.0 I: 

Rp. 1.500.000.000.00. 

2.420.830.000.00: 

0.00: 

0.00: 
35.076.399.300.00: 

4.4 73.000.000.UO: 

Rp. 445.509.407.725.00; 

Pernerintahan Desa 

h. Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Bunga Rp. 

c. Belanja Subsidi Rp. 

d. Belanja Hibah f\p. 

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 

Kabupaten /Kota dan Pemerintah 

Desa Rp. 

g. Belan]a Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota clan 

a. Belanja Pegawai 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J 

huruf a terdiri dari jenis belanja : 

Rp. 560.902.119.553.01: 

Rp. 223.871.649.687.15. 

a. Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagatrnana dirnaksud dalam Pasal 1 angka 2 

terdiri dari : 

1. 724.000.000.00. 

Rp. 55.975.166.000,00; 

Rp. 60.133.118.760,00; 

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 

Daerah Lainnya 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi 

K.husus 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 



Ringkasan APBD; 1. Lampiran I 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan clan Belanja O;wr,111 

sebagalrnana dimaksud dalam Pasal I. iercantum dalarn Larnpir.u: 

yang merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dari Peraturan Dnrr.rh 

int, terdiri dari : 

a. Pembentukan Dana Caclangan Rp. 0.00; 

b. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah Rp. 500.000.000.00: 
c. Pernbayaran Pokok Utang Rp. 0.00: 
cl. Pemberian Pinjaman Daerah f\p. 0 00: 
e. Pembayaran Utang Jangka Penclek [\p 0.00: 
f. Dana Jamirian Rp. 0,00. 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

Rp. 63.638.554.985,00: 

Rp. 0.00; 

Rp. 0.00; 

Rp. 0,00; 

Rp. 0.00: 

Rp. 0.00; 

Rp. 0.00. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayac ( 1 J 

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahu n Anggaran 

Sebelumnya (SiLpA) 

b. Pencairan Dana Cadangan 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

e. Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman 

f. Penerimaan Piutang Daerah 

g. Penerimaan Kembali Penjarninan 

Rp. 63.638.554.985,00; 

Rp. 500.000.000.00 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angk,1 

3 terdiri dart : 

Pasal 4 



Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebaga: landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

11. Lamplran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya Yang Belum Dtselesalkan dan 

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini: 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah: clan 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah: 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah 

Daerah: 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan clan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan clan Pengurangan 

Aset Lainnya; 

Kegialan: 
Rekapitulasi Belanja Daerah Un tu k Keselaras.u i 

clan Keterpacluan Urusan Pemerintahan Dacr,111 

clan Fungsl clalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan clan Per 

Jabatan: 

Pemerintahan Daerah. Organisasi. Program d,111 

Urusan menu rut Belanja Rekapitulasi 

Ringkasan APBD mcnurut Urusan Pernerintahan 

Daerah clan Organisasi: 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah. Organisasi, Penclapatan, Belan]a uan 

Pembiayaan: 

6. Lampiran VI 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran III 

2. Lampiran II 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 1 

Diundangkan di Bangli 

pada~~~~ 

Ditctapkan cli Bangl: 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya clalam Lembaran Dacrah 

Kabupaten Bangli. 


